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LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

SERL: 4 TAHUN j098 NOMOR 3y

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAN TINGKAT I1
PANGKALPINANG .

NOMOR : 13 TAHUN 1998
TEKTANG
"PATAK PIMAFAATAN ATR DAWAH TANAH
DAN ATR FPERMUKAAN

23T A TQ

DENGAN DALIAT TUHAY YANG FAHA DSA
WALIKOTAADY A KePATA DAZRAH TINGHAT IT rANGIALCINAGG.

Yenimbang : 2. bahwa verdaserkan Pesal 2 ayat (2) huruf e
Undang-undang Homor 18 Tahun 1997 teniang
Pajek Daerah dan Retribusi Daereh, rajak
Pemanfataan iir Bawah Tanzh dan Air Feman—
fatan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat
11,

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimene di
maksud huruf a perlu ditetapken dengan
Peraturan Daerah,

iiengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tazhun 1959 tentang
Pembentukan Daersh Tingkat II dan lotapra-
ja di Sumatera Selatan (Lemberan Fegera Ta
hun 1959 Nomor 73, Tembehan Lembaran Nega-
ra Nomor 1913).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  tenteng
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (iemba-
ran Fegara Taehun 1974 Yomor 38, Tanbahan
Lembaran liegara Nomor 3037).

3. Undeng-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hulum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Zomor 76,Tamvzhan Lembaran Negara H0
3209) . 090
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Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ke-
tentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tamba~
han Lembaran Negera Nomox 3215),

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lemba -
ran Negara Nomor 3684),

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( ILembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tamabahan Lemba~
ran Negara Nomor 3685).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lemba —
ran Negara Nomor 3686),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ten
tang Tata Pengaturan Air, (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negam
ra Nomor 3225).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 ten
tang Irigasi, (Lembaran Negara Tahun 1982 -
Nomt))r 38, Tamabahan Iembaran Negara Nomor
326).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 ten -
tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dae. =
rah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Negara Ta
hun 1984 Nomor 15, Tambzhan Lembaran Negara
Nomor 3269),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 ten
tang Rawa (Lemabaran Negara Tahun 1991 Nomor
» Tambahan Lembaran Negara Nomox Ya

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Talun 1991 ten
tang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 NO -
mor , Tambahan Lembaran Negara Nomor e

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 1997 ten
tang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tshun -~



4.

15‘

16.

17.

092

1997)Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomox
3691). .

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-FW. 03
Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik ~Pegawai
Negeri Sipil,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Pera
turan Daerah Perubahan.

Keputusan Menteri Dalem Negeri Nomoxr 176 Ta=
hun 1997 tentang Pedoman Tata caxa Pemungutan
Pajak Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Ta -
hun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bi-
dang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Menetapkan

MEMUGTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG TENTANG PAJAK PEMANFAATAN ATR
BAWAE TANAB DAN ATR PERMUKAAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Xotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkst II Pangkalpinang.

c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Ting
kat II Pangkelpinang.

de Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkalpinang.

e+ Dinas Pendepatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dae -
reh Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

F, Kag Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tk II Pkpinang
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Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 4ir  Permukaan
yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah
atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan,

Air Bawah Tanah adalah air yang berada diatas permuka~
an bumi, tidak termasuk air laut,

Air permukaan adalah air yang berada diatas bumi, ter-
masuk mata air yang muncuvl secara alamish dlatas pertmy
kaan tanah,

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di
singkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari wajib
Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan yang diambil wajib palek dalam suatu ma~
sa pajak,

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat-
SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak un -
tuk melakulkan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetap
kan oleh Kepala Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Dacrah yang selanjutnya dising -
kat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besar= -
nya Jjumlah Pajek yang terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selan =
Jutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan - : yang
menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, Jjumlah
kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi Ad-
ministrasi dan jumlah yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan -
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputu
san yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjut
nya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang me =
nentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jum-
lah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang—
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya di
singkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan
Jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit

Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada  kredit
Pajek,
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r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat
STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak atan
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
BAB IT°
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

(l) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tansh dan Air
Permukaan dipungut pajak atas setiap pemanfaatan air
bawah tanah dan air permukaan .

{2) Obyex Pajak 3
a, Pengambilan air bawah tanah,.
be Pengambilan air permukaan,
Pasal 3
Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a, Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didiri
kan untuk menyelenggarakan usaha Eksploitasi dan peme-
liharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber
air,

¢. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan un-
tuk kepentingan pengairan pertanian Rakyat.
d. Pengambilan Air bawah tanah dan atau air permukaan un-
. tuk keperluan dasar rumeh tangga.

e, Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan uns .
tuk kepentingan penelitian oleh Pemerintah,

Pasal ¢4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan  atau
memanfaatkan air bawah tanah dan atau 2ir permuzon,

(2) Wajid Pajak adalah orang pribadi atan badan yang me-
ngambil air bawah tanah dan atau air permukaan,

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

.
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Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak adaelsh nilai perolehan air.
(2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada . .ayat

(1) pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung
menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :

a, Jenis sumber air;
b. Lokasi sumber air;
Ce. Volume air yang diambil;
d. Kualitas airj
e, Luas areal tempat pemakajan air;
f. Musim pengambilan air;
g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan atau pemanfeatan air,

(3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimake
sud pada ayat (2) adalah mengaliken Colume air yang
diambil dengan harga dasar air,

(4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di-
tetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah memperha -
tikan faktor-fektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana di-
maksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Daersh.

Pasal 6
Besarnya tarif Pajak ditetapkan :
1. Untuk Air Bawzh Tanah sebesar 20 % (Dua puluh persen).
2. Untuk Alr Permukaan sebesar 10 % (Sepuluh persen).
BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah,

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengen cara me

" ngalikan tarif Pajak. sebagaimana dimaksud dalam pasal

6 dengan dasar pengenzan Pajak sebagaimana dimaksud -
dalam pasal 5,

BAB V
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MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DARERAH

Pasal 8

Masa Pajak adaleh jangka wakiu yang lamenya 1 (satu) bule
lan takwim, ;

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pengam-
bilan air bawzh tanah dan air permukaan,

()
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Pasal 10
Setiap Wajib‘-Paja.k wajib mengisi SPIFD,

SPTFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diial
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangeni-
oleh Wajib Pajak ataun Kuasanya.

STPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan
kepada Kepala Dacrah selambat-lambatnya 15 (lima be-
las) hari setelah berakhirnya masa pajak.

.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian den penyampaian -
SPTFD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

ayat (l), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang de-

ngan menexrbitkan SKFD,

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidek

atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama

30 (tiga puluh) bari sejak SKPD diterims, dikenakan = -
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per

sen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Wajib Pajak yang membayar sendiri STPD sebagaiman di-
maksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk meng -
hitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri
yang terhutang.
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Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat teru -
tangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKFDKB

b, SKPDKBT- &

co SKEDN .

SKFDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di

terbitkan :

@, Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketera~
ngan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang
. dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bu-
nga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar - .. untuk
Jangka walktu paling lama 24 (dua puluh empat)bulan
" dihitung sejak saat terutangnyas Pajak,

b. Apabila SPTFD tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untulk Jangka  waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan  dihitung
sejak saat terutangnya Pajak,

C. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pa
Jek yang terutang dihitung secara Jabatan dan di-
kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebe -
sar 25 % (dua puluh lima persen) dari Poko Pajak
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka - waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulen dihitung se
Jjak saat terutangnya Pajak,

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ai
terbitkan apabila ditemukan data baru atau data Yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
Jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus
persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut,

SKFDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ di-
terbitlan apabila jumlah Pajek yang terutang sama be-
sarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajakx tidak
terutang dan tidak ada kredit Pajak.

’

4
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(6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKFD-

KB dan SKPDKBT sebagaimena dimaksud pada ayat (2) hu~-
ruf a dan b tidak atau tidek sepenuhnya dibayar dalam °

jangka waktu yang telah ditentykan, ditagih dengan me

nerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi be

rupa bunga 2 % (dua persen) sebulan, ’

(7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana di
maksud ayat (4) tidek dikenaken pada wajib pajak apa-
bila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pe
meriksaan,.

Pasal 13

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan dalam

perhitungan dan penetapan pajak dan tata cara penyampaian

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Daersh sesual waktu -
yang ditentukan dalam SPTPD, SKFD, SKFDKB, SKFDKBT
dan STPD,

(2) Apabila pembayaran Pajak dilekukan ditempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan Pajaek harus disetor ke Kas
Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam 'jangka
waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah, .’

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat - ()
dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus ateu lu -
nas.

(2) Kepala Daersh dapat memberikan persetujuan kepada wa
jib Pajak untuk meangsur Pajak terutang dalam kurun-
waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan, ‘

(3) Angsuren Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan ber
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turut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua
persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau
kurang dibayar,

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepads wa-
Jib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak Sampai waktu

lan dari jumlah Pajak yang belum atan kurang dibayar,

(5) Persyaratan untuk dapat meangsur dan menunda pembayam
ran serta tata cara pembayaran Suran dan penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat ?E? dan ayat (4) dite-
tapkan oleh Kepala Daerah,

Pasal 16

Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal-
15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bu
ku penerimaan,

Pasal 17

Bentuk, jenis, isi formulir pembayaran, tanda bukti pemba
yaran dan buku penerimaan Pajak ditetapkan oleh Kepala
Daerah,

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
Yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagi

(2) Dalam jangka waltu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Su-

rat Teguran atau Surat Peringatan atan surat lain
yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang
terutang,

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atay surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluar -
kan oleh Pejabat,
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(1) Apabila jumleh Pajak yang masih harus dibayar tidek
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan da
lam Surat Teguran atau Surat Peringatan ataum - ..surat
lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar di
tagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat

21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran
atan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi < dalsm
jangka waktu 2 x 24 jam sesudzh tanggal pembertahvan Su-
rat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Me -
laksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum Juga
melunasi utang Pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Pe-
nyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal-
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,  tanggal,
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahu-
kan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah,

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak da~
pat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan
pajake

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pem-
bebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) at
tetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PiMBATALAN, FPLNGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wa-
Jjib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STP
D yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tu-
lis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah.,

b. Membatalkan atan mengurangkan ketetapan pajak yang
tidak benar,

c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi be
rupa bunga, dende kenaikan pajak terutang dalam -
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wa
Jib Pajak atau bukan karena kesalahannya,

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keteta
pan dan penghapusen atau pengurangan sanksi adminis -
trasi atas SKPD, SKPDKB, SKFDKBT dan STFD sebagaimane
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertu
lis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Peja -
bat semabat~lembatnya 30 (Tiga puluh) hari sejak tang
gal diterima SKFD, SKPDKB, SKPDKBT atau STFD dengan
memberikan alasan yeng jelas. ) ‘
Eepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) tmlan
sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterima, sudah harus memberikan keputusan,

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembata-
lan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pe -
ngurangen sanksi administresi dianggap dikabulkan,

g BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26
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Wajib Pajak dapat mengajuken keberatan hanya . kepeda
Kepala Daersh atau Pejabat atas suatu :

a. SKPD

b. SKPDKB ¢
c. SKPDKBT

d¢. SKPDLB

e. SKPDN

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa -
Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SK
PD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterims oleh -
Wajib Pajak sebagaimana dimeksud pada ayat (1) kecua-
1i apebila Wajib Pajak dapat menunjuken bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Kepala Daersh atem Pejabat dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejek tanggal surat permo -
honan keberatan sebagaimana dimeksud pada ayat (2) ai
terima, sudah memberikan keputusan,

Apabila setelah lewai waktu 12 (dua belas) bulan seba
gaimana diraksud pada ayat (3) Kepala Dacrah atau
Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan kebera
tan dienggep dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana diamksud peda ayat(1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak,

Pasal 27
Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Pe-

nyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan setelah diterimanye keputusan keberatan.

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewejiban membayar pajak,

Pasal 28

Apabila pengajuan keberaten sebagaimi:na dimaksud dalam -~
pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud dalem pasal 27
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua pulu
empat) bulan, '
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BAB XII
PENGEMBALTAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29

Wajib Pajak dapat mengajflkan permchonan pengembalian-—
kelebihan pembayeran pajek kepada Kepala Dacrah r.atau
Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sékurang-ku -
rangnya

a, Nama dan Alamat wajib pajak.

b, Masa Pajak.

¢. Besarnya kelebihan pembayaran pajek.

d. Alasan yang jelas. *

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permoho. =
nan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai -
mana dimeksud pads ayat (1) harus memberikan keputu -
san.,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilampuai Kepala Daerah atau Pejabat tidek membe-
riken keputusan, permohonan pengembalian kelebihan -
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lain, kele-
bihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) langsung diperhitungkan untuk melunasi  terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan da
lam wektu paling tame 2 (dua) bulan sejak ditexrbitkan
nya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintsh Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dile~
kukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diter -
bitkannya SKPDIB, Kepala Daerah atau Pejabat memberi-
kan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
atas keterlambetan pembayaran kelebihan pajak,

Pasal 30

'Apab.‘i:la kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan
utang pajak lainnya sébageimana dimaksud dalem pasal 29
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sejek saat terutangnya pajek atau berakhirnya Masa Pajak
atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Ta~
hun Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di ILingkungan -
Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Pe =’
nyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang~undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, .

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :
a, Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kete-

b.

Ce

d.

€

f.

g

rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

Meneliti, menceri dan mengumpulkan keterangan me
ngenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Perpajakan Daerah tersebut,

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri-
badi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang Perpajakan Daerah.

Memeriksa buku-buku, catatan~catatan dan dokumen~
dokumen lain berkensan dengan tindak pidana . di
bidang Perpajakan Daerah.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-  dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buk
ti tersebut.

Meminte bantuan tenega ahli dalam rangka pelaksa -
naan tuges penyitaan tindak pidana dibidang Perpa~
Jjakan Daerah,

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada sast pemeriksaan sedang
berlanhsung dan memeriksa identitas orang atau
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dokumen yang dibawa sebagaimana dimeksud pada huruf
e,

h, Memotret seseorang yang berkaiten dengan tindak pi-~
dana Perpajakan Daerah.

i, Memanggil orang untuk didengar keterangannye dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
3. Menghentikan penyidikan.

k. Melakuken tindakean lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Dae =
rah menurut Bukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

"(3) Penyidik sebagaimena dimaksud pade ayat (1) memberi-
tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidiksnnya kepada Penuntut Umunm, sesuai dengan ke
tentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daersh ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah,

Pasal 37

Peraturan Daersh ini mulai berlaku pada tanggal diundang
kan, :

Agar orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengunda -
ngan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem
baran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinange

Ditetapken di : Pangkalpinang

Pada tanggal & 28 — 1 - 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA  DAERAH
TINGKAT I1I PKPINANG,

Cap / Dto
DRS.H.SOFYAN REBUIN
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TK II PKPINANG,

KETUA

Cap / Dto

DRS.A.HUDARNI RANI, SH

DISAHKAN DIUNDANGKAN ¢

Dalam lembaran Daerah Kodya

Dengan Keputusen HMenteri Dati IT Pangkalpinang

Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor ¢ 10 Tahun 1998
Seri s A
Nomor  : 973.20-622 Tanggal : 24 Agustus 1998

Tanggal : 29 Juni 1998
Direktorat Jendral Selretaris Kotamadya,
Pemerintahan Umum den Otonomi
Daerah Direktur Pembinaan Cap / Dto
Pemexrintahan Daerah

Cap / Dto DRS,.H.A.MERCHAN MUKTI
PEMBINA TK I

DRS. K AU S AR, 4S NIP,010049172,



